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Latar belakang

Sebagaimana manusia hidup bermasyarakal, kita tidak pernah bisa lepas dari
suatu pecmasalahan-permasalaban dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan
dan masyasakat Indonesia sekarang inj, hukum Indonesia juga dituntut lebih maju.
Hal ini beitujuan untuk menjaga kesevmbangan antara manusia dengan peraturan-
peraturan yang mengatur tingkah laku mereka. "Memuzuut E.A. Hoebe), terdapat empat
fuogsi dasar dari hukum di dalam masyarakat yaitu™ :

- Menetapkan pola bubungan antara anggota-anggota masyarakat dengan cara
menunjukkan jenis-jenis tingkah laku yang mana yang diperbolehkan dan
mana yang dilarang.

- Menentukan alokasi wewenang merinci siapa yang boleb melakukan paksasn,
siapa yang haris menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dap
efektif.

- Menyelesaikan sengketa atau perselisihan

- Memelihaia kemampuan masyarakat untuk menyesuaikap diri dengan
kondisi-kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan

kembali hubungan-hubungan esensiil antara anggota-anggota masyairakat

Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan adanya suatu peraturan yang
dinamakan hukum. Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus
ditegakkan, dimana dalam aturan nu peslu adanya suatu lembaga yang dapat
menentukan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan manusia. Di [ndonesia

{embaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurusi masalah mi disebut lembaga
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peradilan, dimana didalam suabr preradilan proses hukum berjalan uniuk menemukan
suan kebenaran materil yang meanceminkan suaiu Keadstan yang hakik: beg) para
pencan keadilan. sparat-apara penegak hukumnya yang melaksanakan proses
terscbut berdasarkan kcienvan dari undang-undang yang membernikan Kewenangan
masing-masing bagi mereka. Salah satu aparat pencgak hukum  yang songat
berpengarnih dalam menentukan suatu perkura yang dihadapkan ke ranzh pengadslan
dilakukar, seocang [Hakim. Dtmana didalam suan wundang-undang dalam hukum
posiif yaitu “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198172 serta Indang-1indang Nomor
48 Tahun 2009 ada menjelaskan wewenang dan defenisi wentang Hakini Sinkron
dengan apa yang diatwr dalam “Pasal 4 ayar (1) UU No.48 {ahun 200" vang
berbunyi : Peagadilan mengadili/nenerapkun hukum dengan tidak meinbeda-bedakan

orang,

“Menurut undang~undanag kekvasaan Kehakiman dulam pasal | bonr |
kclenuan umum™®, Kekuasaan Hakim adalsh Kckuasaan vang merdeka aninya
terlepas dan pengamh Kcekuasaan dari pemenintah. Berhubungan dengan lial wrsebul
maka para Hakim mempunyai suatu Fckussaan yang dapar <higunakon dalam
menentukan scliap pulusan dr pengadilan vang dibuatnya tanpa adanya campur
usngan dari orang fain. Hal ini yang menjadikan adanya sua Kekuasaan vang bebas
bagi scorang Hakim. Dimana perina) mengenar putssart sanks) pidana yang dibual
Hakim bagi seorang terpidana icrsebut  diatur juga ddalesn “KUIIP pada pasal 30

Kitadb Lindang-Uindang ilukum Pidana™

Kedudukan kekuasusn para Hlakim di pengaditun yang dimaksud distas teloh
duatur dalam “Ur Nomor 48 @ 2009 mengenn  Kekuasaan

NeHakiman vaitu melipun :

‘Nitab Undang.Undang Hukum Acass Pidany. M. Koeslan dan R Socsilo, Hotwrtit Politein Runduny
Un ne Pokok Rekpasaan KeHastaman | Niv 48 Tahen 2600 ), Penerbis Cira Bandung
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